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Abstrak : Setiap daerah otonom berhak untuk mengatur dan 
mengurus rumahtangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan 
tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan urusan tersebut, 
pemerintah daerah memerlukan pembiayaan yang bersumber dari 
pemerintah pusat maupun hasil PAD. Olehnya, pemerintah daerah 
diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi 
daerah dengan ketentuan harus diatur dengan peraturan daerah 
sebagai legalitas atas pungutan tersebut. Kewenangan daerah untuk 
memungut Pajak daerah dan retribusi daerah secara limitatif telah 
ditetapkan pada Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
daerah dan Retribusi Daerah. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 
150 undang-undang  a quo memungkinkan pemerintah daerah dapat 
meungut jenis retribusi lainnya sepanjang memenuhi kriteria yang 
ditetapkan undang-undang. 
 
Kata Kunci : Peraturan daerah, Retribusi  
 
 
PENDAHULUAN 
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan 
aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula 
migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. 
Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang 
dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan 
secara langsung oleh pemilik/investor. Sejalan dengan itu, demi 
menjaga kelangsungan usaha dan investasinya. Untuk menghindari 
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terjadinya permasalahan hukum serta penggunaan Tenaga Kerja 
Asing (TKA) yang berlebihan, maka pemerintah harus cermat 
menentukan policy untuk  menjaga keseimbangan antara TKA 
(modal asing) dengan tenaga kerja Indonesia. 
Indonesia sebagai negara berkembang, tidak dapat 
menghindar dari pergerakan globalisasi, termasuk di bidang 
ketenagakerjaan terutama tenaga kerja dengan keahlian tertentu 
yang belum dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Pembangunan di bidang 
industri merupakan salah satu faktor utama masuknya TKA ke 
Indonesia. Keterbatasan modal dalam negeri, mengharuskan 
Indonesia membuka kran investasi asing (penanaman modal 
asing/PMA) untuk bidang-bidang tertentu. Disamping itu pengaruh 
globalisasi peradaban dimana Indonesia sebagai negara anggota 
WTO2 harus membuka kesempatan masuknya TKA. Untuk 
mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan 
yang mengatur persyaratan TKA, serta pengamanan penggunaan 
TKA. Peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan 
bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di tingkat Menteri, 
tetapi juga di level pemerintah daerah  dengan tujuan penggunaan 
TKA secara selektif dengan tetap memprioritaskan tenaga kerja 
Indonesia (TKI) 
                                                 
2 WTO (world Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia 
merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur  masalah 
perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral  WTO diatur melalui suatu 
persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional  sebagai hasil 
perundingan yang telah ditandatangani  oleh negara-negara anggota  yang mengikat 
pemerintah  untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan  perdagangan dinegara 
masing-masing. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya  adalah untuk 
membantu para produsen  barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan 
perdagangan. Pemerintah Indonesia merupakan  salah satu negara  pendiri WTO dan telah 
meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 1994 
tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetuajuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 
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Untuk mempekerjakan TKA, dilakukan melalui mekanisme 
dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan 
bagi perusaahan (pemberi kerja) yang menggunakan TKA bekerja di 
Indonesia dengan membuat rencana penggunaan TKA (RPTKA) 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 
PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA.3 
Hal ini perlu dikemukanan berkaitan dengan pembagian 
kewenangan pemungutan retribusi antara pemerintah pusat,  
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.   
Seiring dengan perjalanan otonomi daerah, dimana pemerintah 
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan, memerlukan pendanaan yang sedapat 
mungkin digali dan diperoleh  dari eksplorasi sumber daya yang 
dimilki. 
Sejalan dengan pemikiran tersebut, dan didasarkan atas 
ketentuan Pasal 150  UU  No. 28  Tahun  2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah 
sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang- 
Undang. Berdasarkan ketentuan undang-undang  a quo pemerintah 
telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 
Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA. Peraturan pemerintah 
tersebut  merupakan regulasi yang mengatur tambahan jenis 
retribusi daerah, salah satu adalah Retribusi Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan TKA. 
Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas 
                                                 
3 Izin mempekerjakan tenaga asing merupakan wewenang pemerintah 
melalui kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Pungutan yang dilakukan oleh 
pemerintah merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Wewenang Pemerintah 
Daerah, berada pada tataran perpanjangan izin. 
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pemberian perpanjangan IMTA oleh gubernur untuk tingkat 
provinsi dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota atau 
oleh pejabat yang ditunjuk. Izin diberikan kepada pemberi kerja 
yang mempekerjakan TKA  dan telah memiliki IMTA dari menteri 
ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Namun demikian 
retribusi IMTA hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah 
apabila telah diatur dengan peraturan daerah sebagaimana 
ditegaskan Pasal  156  ayat  (1)  UU No. 28  Tahun  2009  tentang  
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. 
Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi 
Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menambah 
sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi 
tanggung jawab pemerintah daerah. 
Pemungutan  Retribusi  Perpanjangan  IMTA relatif tidak 
menambah beban bagi   masyarakat, mengingat Retribusi  
Perpanjangan  Izin  Mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Asing 
sebelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa 
Pendapatan Negara Bukan Pajak yang kemudian menjadi 
Retribusi Daerah. 
Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA 
diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan 
keterampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan uraian 
diatas dapat di identifikasi beberapa masalah yaitu bagaimana 
relevansinya peraturan daerah tersebut dengan peraturan 
perundang-undang yang terkait? Serta hal-hal apa saja yang perlu 
diatur dalam peraturan daerah tersebut?. Sehingga permasalahan 
dimaksudkan akan dibahas dan dianalisis lebih lanjut. 
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PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Analisis Relevansi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 
 
Cita-cita pembentukan Negara Republik Indonesia adalah 
mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh lapisan masyarakat. 
Oleh sebab itu penyusun naskah UUD 1945 pada saat itu telah 
merumuskan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 yang 
dijawantahkan lebih lanjut dalam batang tubuh melalui perumusan 
norma-norma yang tertuang dalam 37 (tiga puluh tujuh) pasal 
ditambah 4 (empat) pasal aturan peralihan dan 2 (dua) ayat aturan 
tambahan. 
Rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea ke-
empat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjadi 
rujukan bagi penyelenggara negara baik badan legislatif, eksekutif, 
maupun yudisial. 
Indonesia sebagai welfare state memiliki tujuan yang mulia 
yakni mewujudkan bestuur zorg. Oleh sebab itu konstitusi menjamin 
hak setiap warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak 
(sejahtera). Untuk mendapatkan penghidupan yang layak, maka 
setiap warga negara harus memiliki pekerjaan sebagai sumber 
pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.  
Substansi pokok peraturan daerah tentang retribusi 
perpanjangan IMTA adalah pungutan dalam bentuk retribusi yang 
objeknya (wajib retribusi) adalah pengusaha yang mempekerjakan 
TKA. Olehnya, pembentukan peraturan daerah tersebut sangat 
relevan dengan ketentuan Pasal 23A UUD Negara RI Tahun 1945 
yang berbunyi” Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa 
untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Retribusi 
tergolong sebagai pungutan yang sifatnya memaksa, olehnya harus 
diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, 
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melahirkan UU No 28 Tahun 2009 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari UU No. 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta 
perubahannya yakni UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Berdasrkan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, maka daerah otonom berhak melakukan 
pungutan (retribusi) dengan persyaratan harus diatur dengan 
peraturan daerah. 
Disamping Pasal 23A, pembentukan peraturan daerah 
tentang retribusi perpanjangan IMTA, juga terkait secara langsung 
dengan pasal yang mengatur tentang hak-hak warga negara untuk 
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 
tersebut adalah: 
1. Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan 
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini disatu 
sisi memberikan jaminan kepada setiap warga untuk 
mendapatkan pekerjaan yang layak, dan pada sisi lainnya 
merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan 
lapangan pekerjaan bagi setiap warga negara, dengan catatan 
bahwa penggunaan TKA tidak akan menghilangkan hak warga 
negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang layak. 
2. Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja”. Pasal ini menjamin bahwa setiap orang yang 
bekerja dijamin untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang 
adil (nondiskriminatif) dalam hubungan kerja. Dengan demikian 
penggunaan TKA di daerah telah dijamin oleh Konstitusi, 
sekaligus sebagai konsekuensi yuridis keikutsertaan Indonesia 
dalam keanggotaan WTO. Namun demikian pengaturan 
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penggunaan TKA tetap dalam nuansa dan kerangka UUD 
Negara RI Tahun 1945.  
 
 
Analisis Relevansi Terhadap UU No. 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERPU 
No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan 
menjadi UU No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 2 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang.   
 
 Suasana baru yang menghiasi kehidupan demokrasi 
Indonesia diawali dari pergerakan mahasiswa sekitar tahun 1998, 
hasil dari gerakan mahasiswa yang didukung oleh berbagai elemen 
bangsa, berhasil menumbangkan kekuatan politik orde baru dengan 
sistem pemerintahan yang sentralistik. Reformasi sistem 
pemerintahan daerah menuju desentralisasi kekuasaan diawali 
dengan pembentukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah, sebagaimana telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah untuk kedua 
kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008  Tentang Perubahan Kedua 
atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah 
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini 
ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan 
urusan tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
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berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan4. Tujuan utama 
penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mendekatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam upaya mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud, pemerintah daerah 
melakukan berbagai tindakan baik yang bersifat mengurus maupun 
mengatur. 
Sepuluh tahun perjalanan  UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, mengalami dinamika yang bermuara pada 
perubahan undang-undang a quo yang diikuti dengan perubahan 
terhadap peraturan pelaksanaannya. Seiring dengan perkembangan 
kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai konsekuensi era 
globalisasi yang berpengaruh terhadap semua lini kehidupan 
manusia, berdampak pada polarisasi kekuatan politik baik  di pusat 
maupun di daerah. Akibatnya kontinuitas pelaksanaan  UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dianggap sudah tidak 
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah. 
Konsekueansi yuridisnya adalah pencabutan  UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah yang diwarnai dengan drama politis di 
parlemen (DPR Pusat) sejak pertengahan tahun 2014 hingga awal 
tahun 2015, dengan hasil akhir lahirnya  UU No. 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
PERPU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan telah ditetapkan 
menjadi UU No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 2 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang. 
                                                 
4 Selengkapnya dapat dibaca pada Pasal 10  UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah.  
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Sejak pengesahan PERPU No. 2 Tahun 2004  Tentang 
Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah,  tanggal 2 Oktober 2014, secara normatif dasar hukum 
pelaksanaan pemerintahan daerah mengacu pada PERPU tersebut 
dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan penutup 
UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. berkaitan 
dengan hal tersebut, beberapa substansi undang-undang a quo 
harus diperhatikan sekaligus sebagai pedoman dlam penyusunan 
Perda Tentang Retribusi  Perpanjangan  IMTA. 
Urusan pemerintahan perspektif  UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan signifikan jika 
dibandingkan dengan substandi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah khususnya yang berkaitan dengan pembagian 
urusan pemerintahan. 
Pembagian urusan pemerintahan Perspektif UU No. 23 Tahun 
20015 lebih rinci jika dibandingkan dengan  UU No. 32 Tahun 2004, 
bahkan memunculkan konsep baru, misalnya urusan pemerintahan 
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusanan pemerintahan 
umum. 
Secara garis besarnya beberapa pasal dalam UU No. 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  yang perlu diperhatikan 
dalam penyusunan peraturan daerah Tentang Retribusi  
Perpanjangan  IMTA, antara lain: Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 
12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal  3545 
Keberlakuan undang-undang pemerintahan daerah tersebut, 
harus memperhatikan beberapa pasal dalam ketentuan penutup, 
antara laian Pasal 407 yang menegaskan bahwa semua peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan 
                                                 
5 Selengkapnya dapat dibaca dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah. 
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daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada 
undang-undang ini, Pasal 408 semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti 
dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
ini. Berdasarkan  ketentuan kedua pasal tersebut, mewajibkan 
pemerintah daerah dalam membuat klebijakan termasuk peraturan 
daerah harus berpedoman pada undang-undang a quo, kecuali 
peraturan daerah yang sudah ada dan tidak bertentangan, masih 
dapat diberlakukan, sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan 
undang-undang ini (paling lambat 2 tahun setelah diundangkan). 
Tatkala pentingnya, bahwa peraturan daerah tentang retribusi  
perpanjangan  IMTA tidak boleh bertentangan dengan Asas 
penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang pada Pasal 
58, yaitu asas: kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; 
kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas;   
akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan. 
 
Analisis Relevansi terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
 
UU No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan 
undang-undang pokok di bidang ketenagakerjaan. Olehnya semua 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus  
merujuk pada undang-undang a quo. Bidang ketenagakerjaan 
merupakan masalah yang sangat luas dan kompleks, olehnya 
pengaturannya tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan 
lainnya, baik secara khusus mengatur masalah ketenagakerjaan 
maupun undang-undang yang mengatur bidang lainnya, tetapi 
substansi terdapat norma-norma yang menjadi rujukan dalam 
pengaturan hubungan kerja. Undang-undang khusus di bidang 
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ketenagakerjaan antara lain: seperti UU No. 7 Tahun 1981 tentang 
Wajib Lapor Perusahaan,  UU No. 21 Tahun 2001 tentang Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh,  UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial, UU No. 39 tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri,. Sedangkan undang-undang di bidang lainnya yang menjadi 
rujukan dalam hubungan kertja antara lain: UU No. 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan undang-undang 
kesehatan. 
Bab VIII  Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 UU No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi dasar dalam penggunaan 
TKA di Indonesia. Pengaturan penggunaan TKA dalam undang-
undang  a quo, sekaligus mencabut UU No. 3 Tahun 1958 tentang 
Penempatan Tenaga Kerja di Indonesia. 
Pasal 42 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
menjelaskan: 
(1)  Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki 
izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
(2)  Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan 
TKA. 
(3)  Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang 
mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. 
(4)  TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan 
kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 
(5)  Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri. 
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(6)  TKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya 
habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh 
tenagakerja asing lainnya. 
Izin tertulis dari menteri  atau pejabat yang ditunjuk 
sebagaimana diatur dalam ayat (1), diatur lebih lanjut pada Pasal 3 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP-
20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan 
TKA, yang menyebutkan bahwa: 
1. IMTA diberikan oleh Direktur. (Direktur Penyediaan dan 
Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi). 
2. IMTA perpanjangan diberikan oleh Direktur atau Gubernur.  
 Pasal lain yang harus diperhatikan dalam perda tentang 
Retribusi  Perpanjangan  IMTA adalah ketentuan Pasal 43  yang 
menyebutkan bahwa: 
(1)  Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki rencana 
penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk. 
(2)  Rencana penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) sekurang-kurangnya me muat keterangan : 
a. alasan penggunaan TKA; 
b.  jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi 
perusahaan yang bersangkutan; 
c.  jangka waktu penggunaan TKA; dan 
d.  penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai 
pendamping TKA yang dipekerjakan. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku 
bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan 
perwakilan negara asing. 
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(4)  Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan 
TKA diatur dengan Keputu san Menteri. 
 Pengecualian dari objek retribusi diatur pada Pasal 43 ayat 
(3), yang terdiri dari: instansi pemerintah, perwakilan negara asing, 
badan internasional,  lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan 
jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 
 
Analisis Relevansi terhadap UU No. 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Sejak otonomi daerah digulirkan, pemerintahan daerah 
diberikan kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan 
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh Undang-Undang6 ditentukan menjadi 
urusan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, 
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan). Tujuan utama 
penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mendekatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam upaya mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud, pemerintah daerah 
melakukan berbagai tindakan baik yang bersifat mengurus maupun 
mengatur. 
                                                 
 6Lihat Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan telah ditetapkan menjadi 
UU No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, yaitu:  Urusan   pemerintahan   
absolut   sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:a.  
politik luar negeri; b.  pertahanan; c.  keamanan; d.  yustisi; e.  moneter 
dan fiskal nasional; dan f.   agama. 
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Dalam menyelenggarakan urusan pemerinatahan daerah, 
pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak 
daerah dan retribusi daerah. Namun jenis pungutan tersebut, baik 
pajak daerah, maupun retribusi daerah, secara limitatif telah dibatasi 
oleh UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, sebagaimana diatur pada Pasal 2, yakni: 
(1)  Jenis pajak provinsi terdiri atas: a.  Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c.  ajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor;  d.Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak 
Rokok. 
(2)  Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a.Pajak Hotel; b.  Pajak 
Restoran; c. Pajak Hiburan; d.  Pajak Reklame; e.  Pajak 
Penerangan Jalan; f.   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g.  Pajak Parkir; h.  Pajak Air Tanah; i.   Pajak Sarang Burung 
Walet; j.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
dan k.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
(3)  Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 
(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai 
dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
(5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, 
tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, 
seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat 
dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah 
provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. 
Pasal 108 menentukan objek retribusi, yaitu: Retribusi Jasa 
Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan retribusi Perizinan Tertentu. Jenis 
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retribusi jasa umum7 14 (empat belas) jenis, retribusi Jasa Usaha8 11 
jenis , dan retribus perizinan9 tertentu 5 (lima) jenis.  
 Telah dijelaskan sebelumnya bahwa substansi pokok 
peraturan daerah adalah pungutan dalam bentuk retribusi yang 
objeknya (wajib retribusi) adalah pengusaha yang mempekerjakan 
TKA. Oleh sebab itu pembentukan peraturan daerah tentang retribusi 
perpanjangan IMTA harus mengacu pada ketentuan UU No. 28 
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa 
pasal yang menjadi rujukan utama dari peraturan daerah tersebut, 
yakni: 
 Pasal 108 menentukan 3 (tiga) objek dan jenis retribusi yakni: 
a. Objek Jasa Umum yang digolongkan sebagai retribusi jasa 
umum; 
b. Objek Jasa Usaha, yang digolongkan sebagai retribusi jasa 
usaha, dan 
c. Objek Peirizinan Tertentu yang digolongkan sebagai retribusi 
perizinan tertentu. 
Berdasarkan penggolongan tersebut, maka Retribusi Perpanjangan 
IMTA digolongkan sebagai perizinan tertentu. Objek Retribusi 
Perizinan Tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 140 undang-undang  
a quo adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah 
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana di atur dalam Pasal 
                                                 
7 Lihat Pasal 110 UU No 28 Tahun 2009  
8 Lihat Pasal 127 UU No 28 Tahun 2009 
9 Lihat Pasal 141 UU No 28 Tahun 2009   
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141  hanya terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu: Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan, Retribusi Izin, Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, 
Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin 
Usaha Perikanan. 
Selain kelima jenis retribusi tersebut sepanjang memenuhi 
kriteria,  Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan ketentuan pasal 
150 huruf (c) dapat dipungut di daerah yang sebelumnya harus 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang 
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi; 
2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 
kepentingan umum; dan 
3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin 
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari 
pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 
retribusi perizinan; 
Atas ketentuan pasal tersebut melahirkan Peraturan 
Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu 
Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA. 
 Pasal lainnya dalam UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang harus diperhatikan  dalam 
pembentukan peraturan daerah tentang Retribusi  Perpanjangan 
IMTA adalah: 
Pasal 151:  
1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan 
perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. 
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi 
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beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 
(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat 
ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah 
Daerah. 
(4)  Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah 
dalam menyelenggarakan jasa tersebut. 
(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk 
menghitung besarnya Retribusi yang terutang. 
(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai 
dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. 
 Pasal 154: 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan 
Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 
seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 
bersangkutan. 
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, 
pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, 
dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 
Pasal  155: 
(1)   Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian. 
(3)   Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 
 
Analisis Relevansi terhadap Peraturan Pemerintah Nomo 97 
Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan 
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA . 
 Retribusi Perpanjangan IMTA dapat dipungut oleh daerah 
berdasarkan ketentuan Pasal 150 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang melahirkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Olehnya peraturan daerah ini 
tidak boleh bertentangan dengan kedua peraturan tersebut yang 
menjadi cantolan pembentukannya. 
Berkaitan dengan penamaan  peraturan daerah, maka harus 
mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (b), yaitu dengan 
nama Retribusi Perpanjangan IMTA, sedangkan kewenangan daerah 
untuk memungut didasarkan pada ketentuan ayat (3), yakni: 
Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: 
a. pemerintah provinsi untuk perpanjangan IMTA yang lokasi 
kerjanya    lintas    kabupaten/kota    dalam provinsi yang 
bersangkutan; dan 
b. pemerintah   kabupaten/kota   untuk   perpanjangan IMTA yang 
lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan. 
 
Wewenang Pemungutan Retribusi . 
Perda Retribusi  Perpanjangan  Izin  Mempekerjakan  TKA 
merupakan Perda pungutan dalam bentuk Retribusi Daerah. Objek 
Perda tersebut adalah pemberian izin kepada pemberi kerja 
(perusahaan), sedangkan subjek retribusi  adalah pemberi kerja itu 
sendiri, Subjek retribusi sekaligus sebagai wajib retribusi. Tegasnya, 
bahwa Perda ini adalah Perda perizinan sebagaimana diatur pada 
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Pasal 141 jo Pasal 150 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. wewenang pemungutan dan tata cara 
pemungutan mengikuti norma hukum yang berlaku pada retribusi 
perizinan tertentu. 
Berangkat dari pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
yang dikenai retribusi (wajib retribusi) adalah pengusaha (pemberi 
kerja) bukan TKAnya. Logika hukumnya,  karena yang bermohon 
kepada pemerintah daerah adalah pemberi kerja (bukan TKA)  untuk 
memperoleh perpanjangan IMTA, dengan syarat membuat Rencana 
Penggunaan TKA (RPTKA). Atas permohonan tersebut, jika 
pemerintah daerah mengabulkan, maka kompensasinya, sipemohon 
dikenai retribusi. 
Berdasarkan logika hukum tersebut, titik pangkal penentuan 
kewenangan pemungutan retribusi berada pada wilayah kerja 
perusahaan, dan bukan pada wilayah kerja TKA. Norma hukum 
administrasi mengatur bahwa wewenang pemberian izin terhadap 
suatu perusahaan didasarkan atas ruang lingkup kerja perusahaan 
tersebut. Jika wilayah kerja (operasional) perusahaan melintasi dua 
atau lebih wilayah provinsi, maka pemungutannya menjadi 
kewenangan pemerintah pusat, jika wilayah kerja perusahaan 
tersebut hanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka 
pemberian izin menjadi wewenang pemerintah provinsi, dan jika 
wilayah kerja perusahaan hanya dalam satu kabupaten atau kota, 
maka pemberian izin menjadi wewenang pemerintah 
kabupaten/kota.  
Penggunaan TKA oleh pemeberi kerja, tidak semata-mata 
berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi  dampak 
negatifnya pun harus diperhitungkan, terutama berkaitan dengan 
kompetisi kesempatan kerja antara TKA dengan dengan tenaga 
kerja lokal.  Penggunaan TKA secara mutatis mutandis mengurangi 
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kesempatan kerja tenaga kerja lokal. Olehnya penggunaan TKA 
harus diperketat persyaratannya demi melindungi tenaga kerja lokal. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan beberapa 
hal, yaitu : 
a. Setiap perusahaan dalam wilayah  Republik Indonesia yang 
mempekerjakan TKA harus memiliki izin dari menteri tenaga 
kerja dan transmigrasi yang di sertai dengan rencana 
penggunaan TKA. Perpanjangan izin tersebut, dilimpahkan 
kepada pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 
dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA.  
b. Materi muatan peraturan daerah tentang Retribusi  
Perpanjangan  Izin  Mempekerjakan  Tenaga Kerja Asing tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
terkait. 
c. Substansi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Perpanjangan IMTA adalah kewenangan pemerintah 
daerah dalam memungut Retribusi Perpanjangan IMTA, objek, 
subjek dan wajib retribusi. Disamping itu, demi kepastian hukum 
maka perlu pula diatur besaran retribusi, dasar pengenaan 
retribusi, prosedur pemungutan/penagihan serta prosedur 
keberatan bagi wajib retribusi serta penegakan hukum sebagai 
sarana perlindungan hak-hak wajib retribusi. 
 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada seluruh pemerintah 
daerah untuk membentuk peraturan daerah tentang Retribusi  
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Perpanjangan  IMTA sebagai legalitas untuk mealkukan pungutan 
terhadap pengusaha yang mempekerjakan TKA. Perda tersebut 
selain  dapat memberikan konstribusi terhadap PAD, juga membantu 
dan memudahkan pengusaha dalam mengurus perpanjangan IMTA. 
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